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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Fenomena Pernikahan 

Tidak Tercatat pada Masyarakat Kecamatan Panyabungan Timur, dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Faktor penyebab terjadinya pernikahan tidak tercatat di Kecamatan 

Panyabungan Timur dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling 

berkaitan, yaitu usia yang belum memenuhi ketentuan serta 

keengganan mengurus dispensasi nikah, rendahnya tingkat pendidikan 

dan putus sekolah, pengaruh media sosial dan lingkungan pergaulan, 

faktor ekonomi, serta faktor budaya dan pola pikir masyarakat terkait 

keabsahan perkawinan. Faktor-faktor tersebut mendorong sebagian 

masyarakat melangsungkan perkawinan secara agama tanpa pencatatan 

di Kantor Urusan Agama (KUA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pernikahan tidak tercatat tidak hanya disebabkan oleh aspek 

administratif, tetapi juga berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, 

pendidikan, budaya, serta pemahaman hukum masyarakat. 

2. Tindak lanjut terhadap pernikahan tidak tercatat di Kecamatan 

Panyabungan Timur dilakukan melalui upaya preventif dan kuratif. 

Upaya preventif dilaksanakan oleh KUA melalui sosialisasi dan 

edukasi kepada masyarakat, termasuk siswa SMP dan SMA, mengenai 

batas usia perkawinan, dampak pernikahan dini, kesiapan membangun 

rumah tangga, serta pentingnya pencatatan perkawinan. Sementara itu, 

upaya kuratif dilakukan terhadap pasangan yang telah melangsungkan 

pernikahan tidak tercatat dengan memberikan arahan untuk menempuh 

proses itsbat nikah di Pengadilan Agama. Berdasarkan hasil penelitian, 

masyarakat terlebih dahulu memperoleh surat keterangan dari KUA 

terkait status perkawinan yang belum tercatat. Setelah memperoleh 

penetapan itsbat nikah dari Pengadilan Agama, penetapan tersebut 

ditindaklanjuti oleh KUA melalui pencatatan perkawinan dan 

penerbitan buku nikah. Selain itu, KUA juga berupaya memfasilitasi 
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pelaksanaan itsbat nikah serta mengusulkan dukungan anggaran 

kepada pemerintah daerah guna membantu masyarakat yang 

mengalami kendala biaya. 

Dengan demikian, Fenomena pernikahan tidak tercatat di 

Kecamatan Panyabungan Timur merupakan permasalahan yang 

dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial kemasyarakatan. Penanganannya 

memerlukan kerja sama antara KUA, Pengadilan Agama, pemerintah 

daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, keluarga, dan masyarakat itu 

sendiri. Pencatatan perkawinan penting dilakukan untuk memberikan 

kepastian serta perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi masyarakat Kecamatan Panyabungan Timur, diharapkan 

meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya 

pencatatan pernikahan. Perkawinan hendaknya dilaksanakan sesuai 

ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan agar memperoleh 

kepastian serta perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak. 

2. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan Timur, 

diharapkan terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai 

pentingnya pencatatan pernikahan, khususnya kepada remaja, calon 

pengantin, orang tua, serta masyarakat yang masih beranggapan bahwa 

perkawinan cukup dilakukan secara agama. Sosialisasi perlu dilakukan 

secara berkelanjutan dengan melibatkan tokoh agama, tokoh 

masyarakat, dan pemerintah desa agar informasi mengenai prosedur 

perkawinan dapat tersampaikan secara lebih luas. 

3. Bagi Pemerintah Daerah, diharapkan memberikan dukungan terhadap 

upaya pencegahan dan penyelesaian pernikahan tidak tercatat, 

terutama dalam membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan 

ekonomi untuk memperoleh kepastian hukum melalui proses itsbat 
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nikah. Hal ini penting karena faktor biaya masih menjadi salah satu 

kendala dalam penyelesaian status perkawinan. 

4. Bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat, diharapkan berperan aktif 

dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai 

pentingnya pencatatan perkan serta dampak yang ditimbulkan dari 

pernikahan tidak tercatat. Tokoh agama dan tokoh masyarakat 

diharapkan dapat mengarahkan masyarakat agar tidak hanya 

memperhatikan keabsahan perkawinan secara agama, tetapi juga 

memenuhi ketentuan hukum negara. 

5. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian yang 

lebih luas mengenai Fenomena pernikahan tidak tercatat dengan 

melibatkan lebih banyak informan dari masyarakat yang pernah 

mengalaminya secara langsung, sehingga diperoleh gambaran yang 

lebih mendalam mengenai faktor penyebab, dampak, serta 

penyelesaiannya. 
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